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A. Latar Belakang Masalah
Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) merupakan

organisasi internasional yang terbentuk dari negara-negara Frankofoni. OIF
berperan dalam menyelesaikan suatu konflik yang dialami oleh negara
anggotanya. Istilah OIF erat kaitannya dengan Frankofoni dan frankofon
(francophone).! Frankofoni (Francophonie) mengacu pada komunitas global
yang berbahasa Prancis. Frankofoni juga berkaitan dengan sebutan bagi
wilayah atau negara yang merupakan bekas jajahan Prancis ataupun yang
bukan merupakan bekas jajahan Prancis, jaringan organisasi atau komunitas
baik yang berasal dari pemerintah secara resmi ataupun berasal dari publik,
negara atau pihak-pihak komunitas tertentu yang memiliki kedekatan secara
politik; bahasa; dan budaya secara erat dengan Prancis. Pemerintah Prancis
memiliki peran yang cukup signifikan dalam sejarah, bahasa, budaya, dan
politik dalam Frankofoni. Sedangkan, istilah frankofon (francophone)
mengacu kepada penutur bahasa Prancis itu sendiri.

Bahasa Prancis merupakan bahasa kedua yang digunakan terbanyak

setelah bahasa Inggris. Bahasa Prancis merupakan bahasa resmi yang

! Secara informal, terdapat perbedaan antara Frankofoni dan frankofoni (dengan F kapital dan f
kecil). Frankofoni (dengan F kapital) mengacu pada hari peringatan Frankofoni dan organisasi OIF
itu sendiri. Sedangkan frankofoni (dengan f kecil) mengacu pada pengertian frankofoni secara
umum baik anggota negara OIF, negara bekas jajahan atau non-jajahan Prancis, wilayah yang
memiliki populasi dalam budaya dan penutur bahasa Prancis. Hal ini dikarenakan Aljazair
merupakan negara penutur bahasa Prancis, bekas jajahan Prancis, namun bukan merupakan anggota
OIF.



digunakan sehari-hari di lingkungan kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
sebagai bahasa resmi sehari-hari dalam lingkungan kerja bersamaan dengan
bahasa Spanyol, Arab, Rusia, dan Mandarin. Ada sekitar 220 juta jiwa penutur
bahasa Prancis yang tersebar di dunia saat ini.? Bahasa Prancis memiliki
keistimewaan karena kedetailan struktur bahasanya yang melebihi bahasa
Inggris yang merupakan bahasa pengantar secara internasiona, sehingga bahasa
Prancis sering digunakan untuk menulis rancangan hukum dan dokumen resmi
untuk mengurangi makna-makna ambigu yang lebih minimal kesalahannya
apabila menggunakan bahasa Prancis.

Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) adalah
Organisasi Internasional linguistik terbesar di dunia. OIF tidak hanya sekedar
menjunjung nilai-nilai bahasa Prancis saja, tetapi juga menjunjung nilai-nilai
kemanusiaan yang dipromosikan melalui bahasa Prancis. Berdasarkan data
resmi, OIF mengorganisir aktivitas-aktivitas politik dan kerjasama multilateral
yang memberikan manfaat kepada populasi penutur bahasa Prancis. Aksi yang
dilakukan OIF adalah untuk menghormati perbedaan budaya dan linguistik dan
berfungsi untuk mempromosikan bahasa Prancis, perdamaian dan nilai-nilai
pembangunan berkelanjutan.

Menurut Deklarasi Bamako yang diadopsi tahun 2000, OIF mengacu
pada referensi teks mengenai praktik demokrasi, hak asasi, dan kebebasan
dalam zona penutur bahasa Prancis. Hal ini dibenarkan dan dikuatkan pada

tahun 2006 oleh Deklarasi Saint-Boniface dalam pencegahan konflik dan

2 www.francophonie.org. Diakses pada 19 Maret 2016.
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keamanan manusia. Pada rentang tahun 2003 — 2009, OIF membantu
penyelesaian kasus dengan berperan sebagai komite pengawasan di Chad,
berperan dalam memperkuat kapabilitas institusi legal di Afrika Tengah,
berperan dalam proses transisi kerjasama dan penyelesaian konflik di Republik
Afrika Tengah. Oleh karena itulah, OIF sangat menjunjung nilai-nilai
perdamaian, kemanusiaan, pencegahan konflik, dan demokrasi.Dalam
penyelesaian masalah konsolidasi perdamaian, kepedulian OIF terbukti pada
Republik Afrika Tengah yang merupakan salah satu negara anggota OIF.
Ketidakstabilan politik Republik Afrika Tengah telah menimbulkan situasi
kritis. Pada saat itu, Sekretaris Jenderal OIF, Abdou Diouf, berupaya untuk
terlibat dalam menyelesaikan konflik di Republik Afrika Tengah. OIF turut
ikut serta dalam penyelesaian konflik tersebut bersama dengan United Nations,
African Union, European Union, serta Prancis.

Republik Afrika Tengah atau yang biasa disingkat RAT adalah negara
yang terletak di jantung benua Afrika yang diapit oleh beberapa negara lain
seperti Chad, Sudan, Sudan Selatan, Republik Demokratik Kongo, Kongo, dan
Kamerun serta tidak memiliki laut (landlocked). RAT merupakan negara bekas
jajahan Prancis, sehingga bahasa Prancis merupakan bahasa resmi kedua
setelah bahasa Sango. RAT pertama kali merdeka dari Prancis pada 13 Agustus
1960. Kemudian ia mengubah sistem pemerintahan menjadi kekaisaran pada 4
Desember 1976. Namun, kembali lagi pada sistem Republik pada 21

September 1979.



Konflik di RAT merupakan konflik yang tidak hanya bersifat internal
bagi RAT saja. Namun, telah membuat beberapa organisasi internasional dan
negara lain terlibat untuk turun tangan dalam menyelesaikan kasus ini. Isu
konflik ini telah menjadi isu global hingga Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-
Moon menyerukan “isu darurat terkait HAM” terhadap kasus di RAT yang
menjadi perhatian dunia.

Ketidakstabilan politik dimulai saat masing-masing kubu pendukung
Kristen (Anti Balaka) dan kubu pendukung Islam (Muslim Seleka) masing-
masing menduduki posisi pemerintahan. Ketika pemimpin kristen menduduki
pemerintahan, kaum muslim tidak setuju begitu pula sebaliknya saat
pemimpim muslim menduduki pemerintahan, kaum kristen tidak setuju.
Sehingga terjadi pemberontakan dan berbagai penggulingan pemerintahan
melalui berbagai macam aksi seperti pembantaian, pembunuhan, pemerkosaan
terhadap kaum wanita, dsb.

Terlebih, kaum Militan Muslim Seleka merupakan kaum yang lebih
minoritas jika dibandingkan dengan Militan Anti Balaka yang jumlahnya lebih
besar sehingga menjadi kelompok mayoritas. Konflik ini telah berlangsung
sejak tahun 1991 dan hingga tahun 2015 konflik menyurut atas bantuan
keterlibatan beberapa organisasi internasional serta negara Prancis. Hingga kini,
konflik itu mereda dan saat ini RAT sedang berada dalam proses transisi politik
dalam negerinya.

Tidak efektifnya Deklarasi Bamako dan Saint-Boniface sebagai solusi

ketidakstabilan politik di Republik Afrika Tengah, membuat ketidakstabilan



politik dan pemerintahan Republik Afrika Tengah berujung pada konflik
agama yang terjadi pada kurun waktu 2013 — 2015 tersebut. Pada akhirnya,
OIF memberikan keputusan suspensi bagi Republik Afrika Tengah dan
melaksanakan Deklarasi Anatananarivo tahun 2016 di Antananarivo,
Madagaskar. Deklarasi tersebut menghasilkan “Resolusi terhadap krisis
penanganan krisis dan konsolidasi perdamaian dalam Frankofoni” yang
menguatkan identitas Frankofoni dan OIF sebagai organisasi internasional
yang bersikap tegas dalam menjunjung nilai-nilai perdamaian. Dalam hal ini,
OIF melalui pelaksanaan Deklarasi Antananarivo terbukti mampu menerapkan
nilai-nilai perdamaian sebagai resolusi konflik agama yang terjadi di Republik
Afrika Tengah.

Jika dibiarkan begitu saja tanpa adanya sebuah tindakan penyelesaian
konflik, maka konflik ini akan bertambah parah dan akan mengancam
keberadaan RAT sebagai sebuah negara, serta dapat mengancam identitas
negara tersebut. Sehingga, banyak organisasi-organisasi internasional terlibat
dalam penyelesaian konflik di RAT tersebut. Padahal jika diperhatikan, luas
wilayah negara republik Afrika Tengah tidak terlalu besar yakni +622.984
km2 % Namun, keterlibatan banyak organisasi internasional seperti
Organisation Internationale de la Francophonie, United Nations, African
Union, European Union, serta negara Prancis, membuktikan bahwa konflik
tersebut begitu parah dan mampu mengancam Republik Afrika Tengah itu

sendiri, identitas negara, dan nilai-nilai HAM serta perdamaian.

3 www.wordlfactbook.com. Diakses pada 24 Desember 2016.
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Setiap organisasi-organisasi internasional tersebut tentunya memiliki
alasan dan peran khusus yang membuatnya terlibat. Hal itu berkaitan dengan
kepentingan serta visi-misi tiap organisasi internasional tersebut. Dalam hal ini,
walaupun porsi OIF tidak sebanyak porsi UN ataupun Prancis yang
memberikan pasukan perdamaian, tapi OIF memiliki alasan kepentingan yang
berbeda yang membuatnya terlibat dalam penyelesaian konflik antara Kristen
Anti Balaka dan Muslim Seleka tersebut. Hal itulah yang akan menjadi

pembahasan utama dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Apa kepentingan OIF sehingga bersikeras melibatkan diri dalam resolusi

konflik agama di Afrika Tengah pada tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Penulis memiliki tujuan dalam penelitian dan penelitian dalam skripsi ini
dengan judul “Kepentingan Organisation Internationale de la Francophonie
(OIF) dalam Resolusi Konflik Agama di Republik Afrika Tengah Tahun 2016”.
Tujuan tersebut antara lain :

1. Menjelaskan tentang alasan keterlibatan Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF) dalam resolusi konflik agama di Republik Afrika
Tengah yang berbeda dengan aktor-aktor lain yang terlibat.

2. Menegaskan bahwa OIF ingin menonjolkan identitasnya bukan hanya
sekadar sebagai organisasi internsional linguistik saja, namun Organisation

Internationale de la Francophonie (OIF) juga sebagai organisasi



internasional yang menonjolkan nilai-nilai perdamaian dan menjunjung
kuatan ikatan Frankofoni yang diakui oleh area global.

3. Memberikan manfaat untuk menambah data koleksi penelitian mengenai
studi tentang Afrika, khususnya pada studi llImu Hubungan Internasional
UMY karena masih sedikitnya buku-buku dan penelitian tentang Afrika.

4. Penulisan ini ditujukan sebagai pemenuhan tugas akhir program Strata 1
Jurusan IImu Hubungan Internasional Fakultas IImu Sosial dan IImu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Landasan Teoritik

Sehubungan dengan permasalahan yang ada, penulis mencoba menjawab
pertanyaan jawaban melalui teori berikut :
1. Konsep Sphere of Influence

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi mengapa sebuah
negara yang lemah atau lebih lemah dapat menjadi ‘sphere of influence’ bagi
negara atau suatu kekuasaan yang lebih kuat. Menurut Trygve Mathisen,
pengaruh dapat tumbuh dalam suatu area tertentu, ketika kekuasaan yang
lebih besar berada dalam posisi yang memberikan pengaruh terhadap politik
luar negeri negara yang lebih lemah secara jelas.

Faktor yang paling jelas dari sphere of influence/lingkungan
pengaruh adalah kedekatan dan aksesibilitas secara geografis. Faktor ini
memberikan pengaruh antara kekuatan yang lebih kuat untuk memberikan
pengaruh di lingkungan sekitar. Faktor-faktor ini memengaruhi bahwa

kekuasaan yang lebih besar memegang pengaruh tersebut dan berhubungan



dengan kebutuhan strategis untuk alasan kemananan. Bahkan, negara yang
lebih kuat membuat diri mereka berada pada zona pengaruh yang bervariasi
pada kondisi secara politik maupun geografis. Namun, terdapat sedikit
keraguan yang menyatakan bahwa secara historis, faktor geografis selalu
memberikan pengaruh. Faktor geografis bukan merupakan aktor hidup yang
dapat membuat peristiwa atau sejarah, namun faktor geografis dapat
memberikan fasilitas dan mendorong pilihan dari beberapa kebijakan dan
kesulitan, atau setiap kejadian lain.*

Beberapa negara mungkin berada pada situasi dimana negara kecil
atau yang lebih lemah mencari aliansi yang lebih kuat, namun kesulitan
untuk memperoleh hal ini. Disisi lain, ada beberapa negara kecil atau lebih
lemah mencari perlindungan pada negara atau kekuasaan yang lebih kuat.®
Namun, hal ini tidak selalu dipengaruhi oleh faktor geografis, namun juga
ada beberapa hal seperti latar belakang sejarah menciptakan sphere of
influence/lingkungan pengaruh, meskipun secara geografis tidak berdekatan.
Sphere of influence/lingkungan pengaruh menciptakan pengaruh pada
politik luar negeri suatu negara yang kecil atau lebih lemah kekuasaannya
tersebut.

Dalam hal ini, konflik Republik Afrika Tengah (RAT) sebagai
negara bekas jajahan Prancis yang telah merdeka dari Prancis pada tahun

1960, posisinya lebih lemah dari Prancis yang memiliki kekuasaan yang

4 Trygve Mathisen, Journal of “Factors Promoting Sphere of Influence Relationships”, hal.155.
5 1bid, hal.165



lebih besar. Meskipun secara geografis, Prancis dan RAT tidak berdekatan
namun wilayah RAT merupakan wilayah dimana Prancis pernah berkuasa
secara geografis dan politik. Sehingga, Prancis telah meninggalkan bekas
penjajahan yang sangat jelas ada yakni berupa bahasa yang menjadi bahasa
utama warga negara RAT. Disisi lain, latar belakang penjajahan Prancis dan
penggunaan bahasa Prancis sebagai bahasa nasional bagi RAT telah
membuat RAT terlibat pula dalam OIF. Sphere of influence terjadi antara
Prancis dan RAT. OIF yang berprinsip terhadap visi dan misi kepentingan
OIF sebagai organisasi internasional frankofoni yang juga dipengaruhi oleh
faktor Prancis sebagai negara utama dalam Frankofoni.

Terdapat pemahaman untuk mencegah suatau kesalahpahaman
bahwa tidak semua pengaruh asing yang dibutuhkan bersifat berbahaya atau
mengancam. Pada dasarnya, pengaruh yang positif pada kuantitas yang
cukup terlihat dibutuhkan dalam masyarakat terbelakang. Dalam beberapa
kasus, tidak selamanya pengaruh asing dari satu kawasan ke kawasan yang
lain tidak dapat dihindari pada saat ini. Hal pokoknya adalah untuk menjaga
hal tersebut dalam batas toleransi serta terdapat pengaruh kekuasaan yang
besar, walaupun tampaknya bagi negara kecil atau yang lebih lemah tersebut
terlihat sulit untuk menerimanya.® Ketika dikaitkan dengan konflik RAT
dan OIF, maka pengaruh dari beberapa aktor internasional seperti negara

Prancis, OIF, PBB, dan Uni Afrika tidak dapat dihindarkan. Namun, dalam

® Trygve Mathisen, op.cit, hal. 169.



kuantitas yang cukup dan meskipun RAT seolah-olah terlihat sulit untuk
menerima kondisi tersebut, namun tidak dapat dihindarkan jika RAT tidak

menerima bantuan dari beberapa aktor tersebut, khususnya OIF.

2. Konsep Kekuasaan (Power)
Menurut Morgenthau yang dimaksud kekuasaan adalah kekuasaan
politik atau political power, “international politics, like all politics, is a
struggle for power. Whatever the ultimate aims of international politics,
power is always the immidiate aim. Statesmen and people may ultimately seek
freedom, security, prosperity, or power itself. They may define their goals in
terms of a religious, philosophie, economic, or social ideas. They may hope

that this ideal willl materialize through its own inner force, through divine
7

intervention, or through the development of human affairs.’

Kekuasaan atau power adalah kemampuan atau kekuatan untuk
memberikan pengaruh di lingkungan sekitarnya. Dalam ilmu hubungan
internasional kontemporer, aktor tidak hanya merupakan negara tetapi juga
aktor-aktor lain seperti individu, International Governmental Organizations
(IGO), serta Non-Governmental Organizations (NGO). Semua aktor-aktor
tersebut saling terkoneksi dan berinteraksi satu sama lain. Masing-masing
dari aktor tersebut selain sebagai pihak yang menjadi aktor juga dapat
menjadi pihak yang memberikan pengaruh terhadap suatu isu.

Kekuatan pengaruh tidak selamanya selalu berasal dari negara, tapi

juga dapat berasal dari individu yang memiliki peran, seperti halnya

Muhammad Yunus seorang pendiri ‘Grameen Bank’ dari Bangladesh dengan

" Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations the Struggle for Power and Peace, Alfred A. Kopf
Inc., New York,1948, hal.13.
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latar belakang ekonomi mikro bagi masyarakat kecil dan menengah.
Keberhasilan pengaruh yang diberikan oleh Muhammad Yunus terhadap
Bangladesh karena ‘Grameen Bank’ ternyata dapat menciptakan suatu
pengaruh dalam hubungan internasional. Muhammad Yunus banyak
menerima penghargaan seperti Nobel dan penghargaan-penghargaan lain dari
Jepang, Korea Selatan, Belanda, dan Inggris, yang kemudian diterapkan
dalam hal ekonomi di beberapa negara yakni bank-bank di negara lain kini
menerapkan sistem pinjaman kredit seperti ‘Grameen Bank’. Hal ini
membuktikan bahwa individu memiliki power untuk memberikan pengaruh
dalam hubungan internasional.

Non-Governmental Organizations (NGO) seperti Green Peace atau
World Wildlife Fund (WWF) dapat memberikan pengaruh dalam skala global
mengenai lingkungan atau konservasi suatu habitat. Meskipun aktor dalam
NGO bukanlah negara atau individu secara independen, namun terdiri dari
beberapa aktor individu atau negara yang tergabung atas kepentingan isu
NGO tersebut diluar dukungan utama dari pemerintah atau negara. Biasanya
NGO juga bersifat non-profit. Terdapat beberapa NGO lain saat ini yang
bergerak dalam bidang-bidang seperti ekonomi, bantuan bencana, bantuan
perang, dsb. Sehingga power suatu NGO dapat diukur dari seberapa besar
pengaruh yang dapat diberikan dari NGO tersebut dalam konteks global.
Pengaruh yang diberikan suatu NGO dapat memberikan keterlibatan suatu
negara dalam suatu isu tersebut dan memengaruhi kebijakan negara tersebut

baik secara internal ataupun eksternal.
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Berbeda halnya dengan International Governmental Organizations
(IGO) yang bersifat state-centris dan melibatkan negara sebagai aktor utama
dalam keterlibatan dan pembuatan keputusan serta kebijakan. Contoh : PBB
sebagai organisai internasional dapat memberikan pengaruh perilaku negara
dalam bertindak serta membuat keputusan. PBB bersifat netral kepada setiap
negara, namun tidak dapat diabaikan dalam Dewan Keamanan PBB terdapat
lima negara pemegang hak veto yang memiliki pengaruh kuat dalam
organisasi tersebut seperti : Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia, dan
Republik Rakyat Cina (Tiongkok).

Dalam kasus ini, Organisation Internationale de la Francophonie
(OIF) memiliki kecenderungan yang sama dengan PBB. Jika kelima negara
pemegang hak veto tersebut dapat memberikan pengaruh atau peran yang
cukup kuat terhadap PBB, maka Prancis adalah negara yang memiliki
pengaruh kuat terhadap OIF kepada negara-negara Frankofoni. Lebih
tepatnya, OIF memiliki kecenderungan yang sama halnya dengan peran
negara dan pemerintah Inggris terhadap negara-negara anggota
commonwealth (persemakmuran), dalam hal ini Prancis memiliki
kemampuan untuk memberikan pengaruh yang cukup kuat dalam OIF yang
berdiri sebagai sebuah organisasi internasional bagi negara-negara penutur
atau bekas jajahan Prancis. Hal ini dapat dikatakan bahwa OIF memiliki

power bagi negara-negara anggota frankofoni dalam politik internasional.
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3. Teori Rezim Internasional

Secara tradisional, organisasi internasional telah dipahami sebagai
institusi formal yang beranggotakan negara. Seperti beberapa organisasi yang
disebut sebagai Intergovernemental Organizations (IGOs) karena pemerintah
dari suatu negara bergabung secara sukarela, berkontribusi dalam keuangan,
dan membuat keputusan dalam organisasi tersebut. 1GOs memiliki
keanggotaan dimana semua negara dapat tergabung, namun dibatasi oleh
beberapa kriteria khusus secara objektif. 1GOs juga dikategorisasikan
berdasarkan tujuannya yang dapat menjadi multi-purpose atau general-
purpose organizatons, artinya bahwa suatu organisasi dapat mengambil isu
tertentu, seperti PBB yang mempertimbangkan berbagai macam isu
internasional yang dapat memengaruhi negara anggotanya. IGOs juga
memiliki batasan amanat dan demikian berfokus pada isu-isu ekonomi atau
sosial. Spesifikasi IGOs inilah yang menetapkan fokus dan analisis terhadap
isu-isu internasional.

Beberapa organisasi internasional berfokus pada perannya dalam
menjalin hubungan diantara negara Organisasi internasional secara jelas
memberikan dampak secara efektif pada dua hal, baik itu hubungan diantara
negara-negara dan ide-ide yang menggarisbawahi hubungan-hubungan
tersebut. Perbedaannya adalah bagaimana cara kita memandang/mempelajari
dampak dari organisasi internasional tersebut.

Terdapat dua pendekatan umum dalam mempelajari teori dalam
organisasi internasional : pendekatan rezim dan pendekatan institusional.

Rezim mengacu kepada konteks yang mengacu pada dampak perilaku
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organisasi internasional terhadap aktor lain atau negara yang didefinisikan
sebagai “seperangkat prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pembuatan
keputusan dimana harapan-harapan aktor terpusat pada isu-isu yang diberikan
di sekitar area. Sebaliknya, pendekatan institusional melihat pada apa yang
ada di dalam organisasi internasional tersebut daripada melihat pada efek dari
organisasi internasional terhadap aktor-aktor lain. Sebuah analogi dapat
dibuat disini dalam pendekatan studi institusi politik yang secara umum
disebut dengan pendekatan “black box/kotak hitam” dimana kita dapat
melihata apa yang ada masuk atau keluar dari kotak tersebut, tapi bukan apa
yang sebenarnya ada di dalam kotak tersebut. Pendekatan lain memusatkan
pada apa yang terjadi dalam “black box” pemerintahan hitam tersebut, atau
hubungan diantara pemerintahan eksekutif dan legislatif atau pada partai
politik. Analisis rezim adalah pendekatan black-box terhadap studi organisasi
internasional. Analisis institusional melihat pada apa yang terjadi dalam
black-box tersebut.

Teori rezim yang paling sering digunakan adalah teori milik Stephen
Krashner yang menyatakan bahwa, “rezim adalah lembaga yang memiliki
norma, keputusan, aturan, dan prosedur yang membantu menyatukan harapan
semua pihak.” Teori rezim berpendapat bahwa organisasi internasional atau
rezim internasional memengaruhi perilaku negara dan perilaku internasional
lainnya.

Rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan

prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, yang bersifat eksplisit

14



maupun implisit, dan saling berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan
aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor tersebut dalam hubungan
internasional. Dimanapun ada keteraturan dalam perilaku, beberapa jenis
prinsip, norma atau harus ada aturan untuk menjelaskannya. Rezim melihat
pada aktor-aktor lain, terutama negara sebagai sumber dari hasil/akibat politik
internasional, dan menanyakan dampak apa dalam berbagai prinsip, norma,
peraturan, dan prosedur pembuatan keputusan yang berasosiasi dengan
organisasi internasional. Studi organisasi internasional institusionalis melihat
pada apa yang terjadi di dalam organisasi internasional tersebut. Studi
organisasi internasional rezim melihat pada perilaku negara dan dampak dari
norma dan aturan yang organisasi wujudkan pada perilaku tersebut. Analisis
rezim menetapkan rezim melalui pertanyaan dimana organisasi internasional
berasal dan bagaimana efektivitasnya.

Lembaga atau institusi atau organisasi internasional yang dimaksud
dalam pembahasan ini adalah OIF sebagai rezim internasional yang mengikat
negara-negara anggota Frankofoni. Organisasi internasional (dalam
penelitian ini adalah OIF) memengaruhi perilaku negara yang terikat yakni
negara-negara Frankofoni dalam melestarikan bahasa dengan menggunakan
bahasa Prancis baik menjadi bahasa resmi yang pertama atau bukan yang
pertama. Keterlibatan ini telah menimbulkan sense of belonging dalam nilai
solidaritas diantara negara-negara anggota dalam menghormati hubungan
antar negara, interaksi, dan Kketerlibatannya dibawah pengaruh rezim

internasional ini.
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Norma, keputusan, aturan, dan prosedur secara politik mengikat
semua pihak atau negara yang tergabung dalam OIF. Ini berarti menunjukkan
bahwa OIF ‘memelihara’ hubungan-hubungan dan kepentingan-kepentingan
negara anggotanya. Masalah yang terjadi dalam suatu negara dapat menjadi
masalah bagi penyelesaian kepentingan bersama bagi OIF dalam level
internasional yang menjadi perhatian bagi anggota negara OIF lainnya.

Dalam penelitian ini, suatu negara anggota yang secara kebetulan
mengalami masalah yang melibatkan OIF dan anggota negara OIF lainnya
adalah kasus konflik di Republik Afrika Tengah. Kasus ini, melibatkan OIF
turun tangan dalam penyelesaian konflik sebagai rezim yang mengikat
Republik Afrika Tengah atas dasar nilai frankofoni yang juga melibatkan
United Nations dan African Union serta Prancis sebagai salah satu negara
bekas penjajah serta OIF juga berperan dalam penyelesaian konflik sebagai
bagian dari rezim tersebut yang memiliki sense of belonging dalam nilai
solidaritas sebagai sesama bagian anggota dibawah rezim internasional
tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa rezim internasional dapat memengaruhi
perilaku suatu negara baik yang mengalami konflik tersebut yakni Republik
Afrika Tengah maupun Prancis yang bertindak sebagai aktor negara
pendukung penyelesaian konflik yang keduanya sama-sama terikat dibawah

satu rezim yakni OIF.
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E. Hipotesis

Penulis membuat hipotesis mengenai apa kepentingan yang menyebabkan
Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) bersikeras terlibat dalam
resolusi konflik agama di Republik Afrika Tengah :

OIF memiliki prinsip untuk menjunjung nilai-nilai perdamaian yang
tertuang dalam Deklarasi Antananarivo serta juga berperan sebagai organisasi
linguistik yang khususnya berkaitan dengan promosi bahasa dan budaya Prancis

yang saling mengikat diantara sesama negara anggota Frankofoni.

F. Jangkauan Penelitian
1. Penulis membahas tentang kepentingan yang menyebabkan Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF) terlibat dalam resolusi konflik di
Republik Afrika Tengah.
2. Penulis memberikan batasan pada penelitian agar lebih spesifik, yakni
memberikan rentang waktu pada analisis masalah disaat pemberontakan
dan pergolakan politik terjadi serta keterlibatan OIF dalam resolusi konflik

tersebut pada kurun tahun 2016.

G. Metode Penelitian
Penulis menggunakan metode kualitatif. Penulis mengumpulkan data-data

menggunakan studi kepustakaan dengan merujuk buku-buku, jurnal, berita,
artikel, dan situs resmi yang relevan dengan faktor keterlibatan Organisation de
la Francophonie (OIF) terhadap resolusi konflik agama di Republik Afrika

Tengah.
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H. Sistematika Penelitian

Bab | berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori,
hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan
sistematika penelitian.

Bab Il membahas Organisation de la Francophonie (OIF) berisi
penjelasan mengenai sejarah terbentuknya OIF, prinsip-prinsip OIF dan daftar
negara-negara anggota yang terlibat dalam OIF.

Bab 11l membahas kondisi geografis RAT, kondisi politik sbeelum
kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, serta kronologi konflik Kristen Anti-
Balaka dan Muslim Seleka.

Bab IV menjelaskan keterlibatan OIF di RAT sebelum konflik pada
tahun 2013, suspensi RAT yang diberikan oleh OIF, keterlibatan OIF dalam
resolusi konflik agama di RAT tahun 2016, serta analisa yang menyatakan
alasan OIF yang berbeda dengan aktor lain dalam menangani konflik di Republik
Afrika Tengah tersebut.

Bab V berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa alasan
kepentingan Organisation de la Francophonie (OIF) dalam resolusi konflik

agama yang terjadi di Republik Afrika Tengah pada tahun 2016.
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